
 

 

 

 

WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR 52 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  

NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan nomenklatur dan tugas 

dengan uraian jabatan pada aplikasi Pusdasip, maka perlu 

adanya perubahan susunan organisasi dan tugas, pada 

Kecamatan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 

61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah 

diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

SALINAN 



2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua 

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Kediri Nomor 7 Tahun  2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran 

Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78); 

7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 



Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 

2016 Nomor 62); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 61 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 62), diubah sebagai 

berikut :                                    

1. Ketentuan ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Pasal 3 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

‘‘Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :  

a. Camat; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum;  

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; 

c. Seksi Pemerintahan Umum. 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 

f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. 

g. Seksi Pelayanan dan Informasi. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari : 

a. Lurah. 

b. Sekretariat. 

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum. 

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat. 

e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(3) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(4) Masing-masing Sub Bagian Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Kecamatan. 



(5) Masing-masing Seksi pada Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(6) Sekretariat pada Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. 

(7) Masing-masing Seksi pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. 

(8) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 6 

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

angka 1 mempunyai tugas : 

a. melaksanakan tata usaha surat menyurat; 

b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian; 

c. melaksanakan urusan rumah tangga; 

d. melaksanakan manajemen aset; 

e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol; 

f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; 

g. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta 

perbekalan lain; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan 

tugas; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 7 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas : 

a. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan 

penyusunan program, kegiatan dan anggaran; 

b. menyiapkan usulan anggaran; 

c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan; 

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; 

e. menyusun laporan pelaksanaan program; 

f. melaksanakan pengelolaan keuangan; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

tugas dan fungsinya. 



4. Ketentuan Lampiran Bagan Organisasi Kecamatan diubah sehingga 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal 25 Juni 2021 

WALIKOTA KEDIRI, 

ttd. 

ABDULLAH ABU BAKAR 

 

Diundangkan di Kota Kediri 

pada tanggal 25 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

                      ttd. 

                BAGUS ALIT 

 

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19760810 200604 1 022 
 



BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 
KECAMATAN NOMOR :    52 TAHUN 2021 

TANGGAL :    25 Juni 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
WALIKOTA KEDIRI, 

 

ttd. 

ABDULLAH ABU BAKAR 

LURAH 

SEKSI 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

SEKSI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

SEKSI EKONOMI, 

PEMBANGUNAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

SEKSI PELAYANAN 

DAN INFORMASI 

SEKSI PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN UMUM 

SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN 

UMUM DAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT 

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN 

DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAAT 

LURAH 
LURAH 

SEKRETARIAT 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19760810 200604 1 022 
 

CAMAT  

SUB BAGIAN 

UMUM  

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN KEUANGAN 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

    

    

 


